BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANGC MONCONDOW

NOMOR F9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang :

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

a. bahwa air minum dan sanitasi mervpukan kebutuhsn

dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masysarakat;

bahwa penyedisan a&ar minum dan sanitasi masih
mengalumi - berbagai kendala  sehingga diperlukan
percepatan  penyediaannya unmik mencapai universal
access pada akhir tehun 2019 duan pada tahun 2022
akhir RP.IMD;

bahwa dalam rangka memperkuat upays pembudayaan
hidup bersih dan schat, mencegah penyebaran penyakit
berbasis  lingkungan, meningkatkan kemampuan
masyarakat, scrta mengimplementasikan komitmen
Pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan
sanitasi  dasar  yang  berkesinambungan dalam
pencapuian universal access tuhun 2019 dan pada tahun
2022 akhir RPUMD, perlu disusur  Rencans Aksi
Daerah Air Minum dan Penyehstan Lingkungan (RAD-
AMPL) berdasarkan Peraniran Presiden Nomnr
I85 Tuhun 2011 tentang Percepatan Penyedianan Air
Minum dan Sanitasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas
perlu ditetapkan Peraturan Dupati tentang Rencana Alsi
Dacrah Air Minum dan Penyehawn Lingkungun
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah-Dacrah Tingkal Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahun Lembaran Necgara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangun Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerash  (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Lentang Sumber
Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tuhun 2015 tentang Perubahan Kedua
Alus Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 (entang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153,
Tambashan Lembaran Negara Rl Nomor 4 161);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 ‘lihun 2005 tentang
Pengembangan Sistemn Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dueruh  Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negura Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambuahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);




10.

11.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2006i tentang Kebijakeri dan  Strategi
Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor
18/PRT/M/2007 tentang Penyelengparaan
Pengembangan Sislem Penyediaan Air Minum:;

. Peraturan  Menteri  Pekerjuan Umum Nomor

01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyedisan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
14/PRT/M/2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pckerjuun Umum dan Penataan Ruang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tuhun 2017
lentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian duan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tala Cura Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunun Jungka Panjang Dacrah dan Rencana
Pembangunan Jungka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjung
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daersh;

Peraturan Daerah Knbupaten Bolaang Mongondow Nomor
14 Tuhun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perungkat Dacrah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Peraluran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor
06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Duernh Kabupaten Bolaang Mongondow

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAII PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN 2017-2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L
2.
3.

Daerah adalah Kubuputen Bolaang Mongondow.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan.
Pemerintah Daerah adulsh Bupati Bolaang Mongondow
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin peclaksanaan urusan pemeriniahan  yang
menjadi kewenangun duerah otonom.

Bupuli uduluh Bupati Kabupaten Bolaanyg Mongondow,




5. Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Kabupalen Bolaang Mongondow.

6. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
selanjutnya disingkat AMPL merupakan program yang
bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana
gir minum dan penychatan  lingkungan  sehingga
meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air
minum dan penyehatan lingkungan.

7. RKencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan selanjutnyu  disingkar
dengan RAD-AMPL. adalah dokumen operasionalisasi
kehijakan Daerah  jungka menengah dalam
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang
menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan
pendekatan kelembagaan dalam rengka mendukung
percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium yakm 100% Universal Access pada Tahun
2019.

8. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis
Masyarakat yang sclanjutnya  disingkat Pamsimas
adalah program yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan akses kelersediaan
air bersih dan air minum bagi masyarakat yang
bersumaan dengan swadaya masyarukat dalam
pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
yang sclanjutnya disingkal RPIJMD adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerinish Dacrah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAIIUN 2017-2022

Pasal 2

RAD-AMPL. Kabupaten Bolaung Mongondow 2017-2022
berperan  sebagai rencana pengembangan  kapasilas
daerah untuk perluasan program pelayar«n air minum dan
penychatan  linglkungan scrta  pengadopsian  pendekatan
AMPL berbasis masynrakat selama 2017 sampai dengan 2022
dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur dasar
air minum dan sanitasi guna mendukung percepatan
pencapaian universal access.

Pasal 3

RAD-AMPL  Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2017-2022 berfungsi scbagai:




A, Instrumen  kebijakan  pengembangan  pelayanan  ai
minum dan sanitasi daerah jangka menengah;

b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum
dan sanitasi yvang menerapkan pendekatan
PAMSIMAS dan pendekalan kelembagaan;

c. Media int¢ernalisasi program/ kegrulan dengan
pendekalan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan
Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL:

d. Acuan pengalokasian anggaran AI'BD  bagi program-
program peningkatan kinerja pelayanan AMPLL.

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupulen Boluang Mongondow 2017-2022 yang
disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten  Kabupaten
Rolaang  Mongondow  untuk mendukung percepatan
pencapaian 100% pelayunsn wir minum aman dan 100%
pelayanan  sanilasi layak menjadi  dokumen vang harus
digunakan  dalam penyusunan RKID, Renja  Perangkar
Daerah dan APBD Kabupaten Uolsung Mongondow sampal
dengan Tahun 2019,

BAB III

PELAKSANAAN RAD-AMPI,
KABUPATEN RBOLAANG MONGONDOW TAIIUN 2017 2022

Pasal 5

Pelaksanann  RAD-AMPL Kabupaten Uolaang Mongondow
Tahun 2017-2022 adalah melalul RKPD, Kenju PD, APBD
Kubupalen Kabupaten Bolaang Mongondow, serta dapart
melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Bolaang Mongondow
ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
FPusal, dunia usaha dan masyarakal.

I'asal &

Dubin hul  peluksanaan RAD AMI'L Kabupaten Bolaang
Mongondow 2017-2022 dengnn  dans i luar AIPBD
Kabupatcn  Bolaang  Mongondow, maka pelaksanann
progriun/kegialan tersebut dikoordinasikan olch Bappeda
dan Pcrangkat Dacrah teknis rerkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Bolanng
Mongondow Tahun 2017-2022 1erbuka bagi sumber
sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan (etap
berpedoman pada meckanisme  yang  disepakati  antara
Pemerintah  Duerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan
pihak penyandang dana.




-

I'asal 8

Pelaksanaan RAD-AMPI, Kabupaten Bolaang
Mongondow Tuahun 2017-2022  tetap harug
memperhatikan — hasi pemaniiu4n dan  evaluasi
pelaksanaun tuhun sebelumnya.

Dalam hal pelaksanaur RA-AMPL, terjadi perubahan
capaian sasaran tahunan tetapl Udek wengubah rarget
peucapaian sasaran akhir Tahun 2022, maka perubahan
sasarun dimuat dalam RKI'D  dan Renju  Perungkal
Daerah berdasarkan laporan pemantavan dan
evaluasi pelaksanann KAD-AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPI.

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 2022

f.

10.

Pasal 9

Pemantauan pelaksanakan RAD-AMFL  dilakukan
minimal 2 (dug) kali dalam setahun,

Evaluasl pelaksanaan RAD-AMPY, dilakukan pada setiap
akhir whun pelaksanaan.

Hasil permantauan dan evaluasi RAD AMIL. menjadi
bahan penyusunan kebijukan AMPL tahun
berikutnya dan merupakan informasi publik.

Kepals  Perangkal Dacrah melakukan  pemantauan
dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang
menjadi  tangpung Jlawab  Perangkat Daerah musing
masing.

Dalam  hal  huil pemantauan . dan  evalyasi
menunyukkan Adanya ketidaksesuaian HiHU
penyimpangan  hasil, Kepalu  Perangkat  Daerah
melakukan tindakan perbiikan /penyempurnaan,

Kepala Perangkal Dacrah melalui - Tim Teknis
Penyusun RAD-AMI, menyumpailaims hasi]
pemantauwn  dan  evaluasi kepada Kepaly Ruppeda.
Masyurakal  hurhak menvampaikan  pendopil  lun
masukan kepadua  Pemerintah Dacrah  melalui  ‘I'im
Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan
air minum dan penyehatan lingkungan daerah
Masyarakal Dberhslk memperoleh  informasi lentang
nastl dndak laajut pendapat dan masukannya lerase b,
Kepaln Bappedu melukukean vvalunsi terhadap laporan
hasil pemantauan dan cvaluasi yang telab diolah Tim
Teknis Penyusun RAD-AMPL.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemaniavan ditemukan
adanya ketidaksesuaiuan /penyimpangan, Kepala Buppeda
menyampaikan  rekomendasi  dan langkuh-langkah
penyempurnaan  untuk  ditindaklanjuti  oleh Kepaly
Perangkat acrah.




11. Kepala Perangkal Daerah menyampaikan hasil
tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada
Kepala Bappeda.

12, Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan
cvaluasl kepada Bupati.

[asal 10

Dokumen RAD AMPL  Kabupaten Palaang Mongondow
Tahun 2017-2022 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peruturan Bupall

1I1.

BABV
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan  Dupatli ini mulai  berlaku  sejuk  Langpal

. diundangkan.  Apar sel fsp Orang, mengetahuinya,
memerintahkan pengundang Peraturan Dupali ini dengan
penempatannya  dalam Berlta Dacrah Kabupaten Holaang
Mongondow,

= Diundangkan di Lok
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

imuus GALLANG

BERITA DAERAH KAUDUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019
NOMOR ....




